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ABSTRAK 
 
Putri Ramadhany Alie (B111 11 407), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Anak Sebagai Residivis (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2010 – 
2013), Dibimbingan oleh Bapak Andi Sofyan sebagai Pembimbing I dan 
Bapak Amir Ilyas sebagai Pembimbing II. 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor – faktor apa yang 
menjadi penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana melakukan 
pengulangan (residivis) di kota Makassar. 2) bagaimana upaya 
pencegahan dan penanggulangan agar anak sebagai pelaku tindak 
pidana tidak menjadi residivis dalam hal ini di tujukan untuk 
POLRESTABES Makassar , Balai Pemasyarakatan dan LAPAS Klas 1 A 
Makassar. 
 
Penelitian ini di lakasanakan di Kota Makassar yaitu pada Balai 
Pemasyarakatan dan di LAPAS klas 1 A Makassar dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yakni melakukan metode 
wawancara langsung dengan sejumlah narapidana anak serta Pembina 
lembaga kemasyarakatan, dan juga studi kepustakaan dengan membaca 
dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti untuk mencari 
konsep – konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan 
yang berhubungan dengan pokok permasalahan.  
 
Berdasarkan hasil penelitian, di peroleh kesimpulan, yaitu : 
pertama,  faktor penyebab anak menjadi residivis yaitu faktor ekonomi 
(kemiskinan), kedua, lingkungan tempat bersosialisasi, yang ketiga adalah 
rendahnya pendidikan, dan yang keempat adalah kesadaran hukum yang 
masi kurang. Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan 
penegak hukum khususnya kepolisian dalam hal ini adalah 
POLRESTABES Makassar adalah upaya Pre-Emtif (upaya pecegahan 
untuk pertamakali), upaya Represif (upaya pemulihan,pengobatan), upaya 
Preventif (pencegahan), selain kepolisian LAPAS juga berperan penting 
dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak. upaya 
pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dilakukan 
dalam bentuk pendidikan karakter, pendekatan kepada nilai-nilai agama 
dan pelatihan keterampilan agar nantinya anak tidak lagi melakukan 
kejahatan. Selain itu pihak kepolisian juga memberi pemahaman kepada 
masyarakat agar ikut berpartisispasi dalam menaggulangi kejahatan yang 
dilakukan oleh anak pada khususnya dengan cara sosialisasi 
kemasyarakat baik itu secara langsung ataupun melakukan sosialisasi 
kesekolah-sekolah dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya 
untuk melakukan penyuluhan terkait pemahaman hukum terhadap 
masyarakat agar tercipta kesadaran hukum.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam era pertumbuhan dan pembangunan dewasa ini, 
kejahatan merupakan masalah krusial yang sangat meresahkan 
masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. 
Masa anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal 
yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan 
yang menjurus pada perbuatan pidana. Masa anak merupakan masa 
dimana mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan 
tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka sesungguhnya, 
bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka apa yang menjadi 
kekuatan dalam tumpuan mereka, dan fungsi mereka dalam kehidupan 
bermasyarakat. Dalam keadaan seperti ini, biasanya para remaja sibuk 
setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin 
campur tanaga dari siapapun, termasuk dari orang tua mereka sendiri. 
Pada masa remaja inilah, para remaja sering sekali melakukan 
perbuatan-perbuatan atau tindakan yang menjurus pada perbuatan 
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melawan hukum dan merugikan pihak lain seperti perkelahian, 
pencurian, minum minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. 
Perbuatan tersebut menyebabkan mereka harus berurusan 
dengan pihak penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. Dalam situasi seperti sekarang ini, terdapat berbagai 
tekanan situasional yang dapat menyebabkan anak atau remaja 
melakukan tindakan yang menjurus pada beberapa tindakan kejahatan. 
Kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan 
perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh 
masyarakat, mengingat bahwa perbuatan ini sangat merugikan orang 
lain. Hal tersebut dilakukan pada saat manusia dalam keadaan sedang 
marah atau emosi, khususnya yang terjadi pada anak dimana mereka 
belum dapat mengontrol emosi dengan baik,  
pemikiran mereka lebih labil daripada orang dewasa. Oleh karena 
itu para kriminolog berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak 
mungkin untuk dihilangkan. Hal yang dapat dilakukan adalah menekan 
laju kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan penegak 
hukum itu sendiri. 
Berbagai upaya dilakukan oleh para penegak hukum untuk 
mencegah dan menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan yang 
dilakukan oleh anak. Banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak 
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terjadi disekitar kita dapat bahkan ada beberapa anak yang sudah 
keluar masuk penjara, sehingga cukup menghawatirkan jika anak yang 
menjadi pelaku kejahatan. Memang menjadi suatu dilema karena pada 
dasarnya  kejahatan merupakan dunia tersendiri dan memiliki berbagai 
persoalan, seperti permasalahan tingkat pendidikan, psikologi dan 
terutama persoalan hukum. Terjadinya ketidakseimbangan antara 
jasmani dan rohani akan mengakibatkan hilangnya pertimbangan-
pertimbangan moral yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk 
melakukan pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan pencurian yang 
dilakukan oleh anak merupakan salah satu penyimpangan perilaku yang 
cukup mengkhawatirkan. Penyelidikan terhadap perilaku masalah 
kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog. Hal ini 
menandakan bahwa kejahatan merupakan satu masalah pokok dalam 
kehidupan manusia yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Sejarah telah 
membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali 
adalah mustahil. 
Harus disadari bahwa anak merupakan generasi muda penerus 
cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat 
penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sehingga agar anak 
dapat berkembang secara baik, diperlukan kepedulian baik dari orang 
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tua, masyarakat, maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan, 
pendidikan, dan perhatian. 
Melihat semakin banyaknya masalah yang dilakukan oleh anak 
khususnya di kota Makassar yang perlu diperhatikan khusus dikalangan 
penegak hukum yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun 
instansi terkait, agar berusaha dengan segala daya kemampuannya 
yang dimiliki untuk menanggulangi atau mencegah kejahatan yang 
dilakukan oleh anak. 
Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Penulis memilih 
judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku 
Tindak Pidana Menjadi Residivis”. 
 
B. Rumusan masalah 
1. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi anak sebagai pelaku 
tindak pidana menjadi residivis? 
2. Bagaimanakah pencegahan dan penanggulangan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana agar tidak menjadi residivis? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi anak sebagai 
pelaku tindak pidana menjadi residivis. 
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2. Untuk mengetahui pencegahan dan penanggulangan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana yang menjadi residivis. 
 
D. Manfaat penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai 
berikut : 
a. Diharapkan agar hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi 
kita semua, khususnya para aparat penegak hukum untuk dijadikan 
bahan pertimbangan dalam melakukan tindak selanjutnya dalam 
upaya menangani proses penyidikan. 
b. Diharapkan agar tulisan ini agar dapat menjadi rujukan atau 
masukan bagi pembacanya yang berwujud karya ilmiah hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Kriminologi 
1. Ilmu Kriminologi 
Bonger memberikan definisi tentang kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini 
menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni 
mencakup:44 
a. Antropologi Kriminil 
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). 
Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan 
tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda 
seperti apa. 
b. Sosiologi Kriminil 
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini 
adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
c. Psikologi Kriminil 
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut 
jiwanya. 
d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil 
Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
e. Penologi 
Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
 
2. Ruang Lingkup Studi Kriminologi 
                                                          
44
 A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Refleksi. Makassar. Hal 1   
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Kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti penjahat 
dan “logos” yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi 
dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau 
penjahat. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang memberikan 
penjelasan tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku 
kejahatan serta upaya penanggulangannya sebagai wujud dari 
reaksi sosial terhadap kejahatan. 
Menurut Sutherland yang termasuk dalam bidang kriminologi 
adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran 
terhadap undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-
undang tersebut. Jadi beberapa perbuatan tertentu yang dianggap 
oleh masyarakat sebagai tidak disukai, didefinisikan sebagai 
kejahatan (misalnya, mengambil nyawa orang lain, mengambil harta 
orang lain, dan sebagainya).45 
       Adanya tiga aspek tersebut maka Sutherland menganggap 
bahwa apa yang dipelajari oleh kriminologi dapat dibagi dalam 3 
bagian yang terkonsentrasi dalam 3 bidang ilmu, yakni :46 
1. Sosiologi hukum, yang bertugas mencari melalui analisis 
ilmiah kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana. 
2. Etiologi kriminal yang bertugas mencari secara analisis ilmiah 
sebab-sebab terjadinya kejahatan. 
3. Penologi, yang berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya 
atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya 
                                                          
45
 Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, 2012, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,  Hlm 30 
46
 Ibid, Hlm 33 
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berhubungan dengan upaya “control of crime” (pengendalian 
kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. 
 
       Objek studi kriminologi, menurut Mannheim, tidak saja 
perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi 
juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok 
masyarakat) dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak 
dilarang dalam hukum pidana.47 
Dan kriminologi terapan berupa :48 
3. Teori-Teori Kriminologi 
a. Anomie: Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari sauatu masyarakat adalah 
dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha 
mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. 
Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat 
guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, 
bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial 
berfungsi. 
Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan 
kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tersusun dan 
tertata dalam satu keadaan yang membahayakan 
                                                          
47
 http://dinamardianatabrani.wordpress.com/, Diakses pada hari Senin tanggal 29 September 2014. 
Pukul 15.34 WITA  
48
 http://dinamardianatabrani.wordpress.com/2010/12/06/kriminologi/, Diakses pada hari Senin 
tanggal 29 September 2014. Pukul 15.40 WITA 
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keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut 
dysfunction. 
Ilustrasi dari konsep Durkheim tentang anomie adalah dalam 
satu diskusi tentang bunuh diri (suicide) yang terjadi di negaranya 
Perancis, dan bukan tentang kejahatan. Ketika Durkheim menganalisa 
data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama 
perubahan ekonomi yang tiba-tiba (sudden economic change), baik 
perubahan itu depresi hebat ataupun kemakmuran yang tidak terduga. 
Dalam periode perubahan yang cepat itu orang tiba-tiba terhempas ke 
dalam satu cara atau jalan hidup yang tidak dikenal (unfamiliar). 
Aturan-aturan yang pernah membimbing tingkah laku tidak lagi 
dipegang. 
Menurut Durkheim faktor-faktor yang sama telah bekerja dalam 
kedua situasi itu. Bukanlah jumlah uang yang ada yang menyebabkan 
hal itu, melainkan sudden change (perubahan mendadak). 
b. Strain Theory: Robert K. Merton 
Konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan 
konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut 
Merton, tidak diciptakan oleh sudden social change (perubahan sosial 
yang cepat) tetapi oleh social structure (struktur sosial) yang 
menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa 
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memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurang paduan 
antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) 
dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya 
memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh 
karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. 
Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi 
kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan 
secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. 
Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting 
di setiap masyarakat, yaitu: cultural aspiration atau culture goals yang 
diyakini berharga untuk diperjuangkan dan institutinalised means atau 
accepted ways untuk mencapainya. 
Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar 
dari masalah kejahatan. Strain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat 
hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan 
kejahatan; disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan 
tekanan tadi. 
Kesempatan untuk meningkat dalam jenjang sosial memang 
ada, tapi tidak secara merata. Seorang anak yang terlahir dari sebuah 
keluarga miskin dan tidak berpendidikan, misalnya hampir tidak 
memiliki peluang untuk meraih posisi bisnis atau professional 
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sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan 
berpendidikan. 
Meski Merton berpendapat bahwa kekurangan legitimate means 
bagi setiap orang untuk mecapai tujuan-tujuan material dapat 
menciptakan masalah, dia juga berpendapat tingginya angka 
penyimpangan tidak dapat semata-mata dijelaskan atas dasar 
kekurangan sarana-sarana tadi. 
Keinginan untuk meningkat secara sosial tadi membawa kepada 
penyimpangan. Karena menurut Merton, adalah struktur sosial yang 
membatasi akses menuju tujuan melalui legitimate means. Anggota-
anggota dari kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka memulai 
jauh di belakang dalam lomba meraih kesuksesan tersebut dan mereka 
benar-benar haruslah orang yang berbakat atau sangat beruntung untuk 
mencapainya. 
B. Residivis  
1. Pengertian  
Residivis atau pengulangan  tindak pidana berasal dari bahasa 
prancis yaitu re dan cado. Re berarti lagi dan cado berarti jatuh, 
sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali 
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perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukannya 
setelah dijatuhi penghukumannya.49  
Kiranya telah dapat dimengerti bahwa residivis adalah sama 
dengan pengulangan tindak pidana. Berikut menurut beberapa orang 
yang bisa dibilang ahli dalam hal ini :50 
 
a. Barda Nawawi Arief 
Recidivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu 
tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim 
yang tetap (inkraeht van gewysde), kemudian melakukan suatu tidak 
pidana lagi. 
b. I Made Widnyana 
Mengatakan bahwa reeidivis itu terjadi apabila seseorang telah 
melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana 
tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah 
dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan 
dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu 
setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan 
pidana. 
c. Zainal Abidin Farid 
Zainal Abidin Farid tampaknya sama dengan pendapat Barda 
Nawawi Arief dan I Made Widnyana tentang recidive. A. Zainal Abidin 
Faridm menyatakan bahwa recidive atau pengulangan kejahatan 
tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi 
suatu delik, yang diantara oleh putusan pengadilan negeri yang telah 
memidana pembuat delik. 
 
2. Jenis-Jenis Kejahatan Ulang (residivis) 
Dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat 
dibagi menjadi beberapa golongan. pengulangan tindak pidana 
                                                          
49
 Residivis Among Juvenille Offenders : An Analysis of Timed to Reappearance in Court? Australian 
Institute of Criminologi, Hlm 8 
50
 http://afifmsip4.blogspot.com/2012/dasar-pemberatan-pidana-resdivis.html. Diakses pada hari 
Jumat tanggal 16 Januari 2015. Pukul 10:20 WITA 
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menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak 
pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu:51 
1. Pelanggaran hukum bukan residivis (mono delinquent/ 
pelanggaran satu kali/ first offenders) yaitu yang melakukan 
hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja. 
 
2. Residivis yang dibagi lagi menjadi: 
1. Penjahat yang akut meliputi pelanggaran hukum yang bukan 
residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana 
umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak 
waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda 
satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan ada 
hubungan kriminalitas. 
2. Penjahat kronis adalah golongan pelanggaran hukum yang 
telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda 
dalam waktu singkat di antara masing-masing putusan 
pidana. 
3. Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah 
dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan 
dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah 
merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang menetap bagi 
mereka. 
4. Penjahat sejak umur muda tipe ini memulai karirnya dalam 
kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan 
melakukan kenakalan anak. 
 
Dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulang tindak 
pidana dibedakan atas 3 jenis, yaitu: 
1. Pengulang tindak pidana yang dibedakan berdasarkan 
cakupannya antara lain: 
a. Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang 
yang melakukan suatu rangkaian tanpa  diseiringi suatu 
penjatuhan pidana/ condemnation. 
b. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah 
melakukan kejahatan yang sejenis (homolugus 
                                                          
51
 Freidrich Stumpl di kutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya Kriminologi Sansuran. Ny. L. 
Moeljatno, Hlm 161 
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recidivism) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan 
ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu 
tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana 
menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang 
telah dijatuhkan. 
 
 
2. Pengulangan tidak pidana yang dibedakan berdasarkan 
sifatnya antara lain: 
a.  Accidentale recidive yaitu apabila pengulangan tindak 
pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan 
yang memaksa dan menjepitnya. 
b. Habituele recidive yaitu pengulangan tindak pidana yang 
dilakukan karena si pelaku memang sudah 
mempunyai inner criminal situation yaitu tabiat jahat 
sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa 
baginya. 
3.  Residivis Dalam Konsep KUHP Tahun 1946 
 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) 
macam residivis, yaitu :52 
1. Residivis Umum (general recidive) 
Tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya 
: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun 
perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana 
terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. 
Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 
488 KUHP. 
 
2. Residivis Khusus (special residive). 
Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat 
diperhatikan, artinya : perbuatan yang diulangi harus semacam 
atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas 
perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. 
                                                          
52 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung,  CV. Armoco, 1985, hal. 166 
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Menurut ajaran residive khusus, maka setiap pasal KUHP 
mempunyai ajaran residive / peraturan tentang resdive 
tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), 
pasal 512 ayat (3) dan seterusnya. 
 
Residivis umum diatur dalam pasa-pasal yang terdapat dalam 
KUHP yang pada umumnya adalah mengenai kejahatan, seperti: 
1. Pasal 486 : 
“Pidana penjara yang dirumauskan dalam pasal 127, 204, ayat 
pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 
363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama 
dan kedua sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat kedua dan 
ketiga pasal 365, pasasl 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 
385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat 
penghabisan, 452, 466, 480, dan 48, begitupun pidana penjara 
selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat 
kedua, 365 ayat keemapat dan 368 ayat kedua, sepanjang 
disitu ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah 
dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan 
kejahatan belum lewat lima tahun sejak menajalani untuk 
keseluryuhannya ataus ebagian dari pidana penjara yang 
dijatuhi kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang 
dirumuskan  dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu 
kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 
145-149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tenatara, atau 
sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan 
atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan 
menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. 
 
2. Pasal 487 : 
“Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat 
pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 
353-355, 438-443, 459, dan 460, begitupun pidana penjara 
selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 
ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 
340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah 
ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak 
menjalani untuk seluruhnya atau sebagaia pidana penjara yang 
dijatuhkana kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang 
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diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu 
kejahatn yang dimaksud dalam pasal 106 ayat kedua dan 
ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh 
kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertai 
menyebabkan luka-luka atau kematan, pasal 131 ayat kedua 
dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana 
tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada 
waktu melakukan kejahatan, kewenanagn menjalankan pidana 
tersebut belum daluwarsa”. 
  
3. Pasal 488 :  
“Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 
208, 310-321, 483, dan 484, dapat diatambah sepertiga, jika 
yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima 
tahun sejak menajalani untuk seluruhnya atau sebagai mana 
pidana penjara yang diajatuhkan kepadanya karena salah satu 
kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana 
tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada 
waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana 
tersebut belum daluwarsa”. 
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 
merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri,  satu atau lebih 
perbuatan yang telah dijatuhkan hukuman oleh hakim.53 
Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang 
harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan 
tindak pidana atau Residivis, yaitu: 
1. Pelakunya adalah orang yang sama. 
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana   terdahulu 
telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim. 
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman 
penjara yang dijatuhkan terhadapnya. 
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu. 
 
4. Faktor Penyebab Timbulnya Residivis 
                                                          
53
 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua: Balai Lektur Mahasiswa. Hlm 
233 
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Residivis merupakan seseorang hasil dari suatu gejala sosial 
yang dapat timbul dari perilaku jahatnya dan menjadi kebiasaan dari 
pelaku suatu tindak pidana itu, dalam pembinaan narapidana salah satu 
tujuannya adalah untuk menekan tingkat angka residivis setelah mereka 
kembali ketengah-tengah masyarakat. Selain dari kesalahan penerapan 
pembinaan narapidana ada banyak faktor yang menjadi pendukung 
terjadinya pengulangan perbuatan pidana diantaranya dari lingkungan 
masyarakat tempat kembalinya. 
1. Lingkungan Masyarakat 
Didalam masyarakat orang yang kelakuannya menyimpang atau 
menyalahi norma yang telah disepakati maka akan menimbulkan akibat 
yang beragam ada yang berakibat positif dan ada juga akibat 
yang negatif. Diantara akibat itu kalau yang berbentuk positif maka akan 
menimbulkan suatu perubahan dan gejala sosial dan ini dapat 
memancing timbulnya kreatifitas manusia untuk menanggulanginya dan 
mencari penyelesaian yang sesuai dengan norma yang dilanggar itu, 
sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari prilaku yang 
menyimpang itu akan menyebabkan terancamnya ketenangan dan 
ketentraman serta akan menimbulkan respon dari masyarakat yang 
beragam karena mereka merasa terancam akan penyimpangan itu. 
Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan 
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lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan 
stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang 
menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan 
sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui 
tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia 
adalah orang yang jahat. Lebih lanjut dan lebih dalam lagi pemberian 
cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar 
kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar 
hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan 
masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagaian anggota 
masyarakat yang tidak dapat di percaya.54 Pada dasarnya jika kita lihat 
stigmatisasi ini muncul disebabkan karena rasa ketakutan dari 
masyarakat terhadap mantan terpidana karena ada kekhawatiran yang 
akan mempengaruhi orang lain dan membawa orang itu untuk juga 
melakukan perbuatan melanggar hukum. 
2. Dampak dari Prisonisasi 
Prisonisasi bukanlah hal yang baru dalam  system 
pemasyarakatan di Indonesia yang diartikan sebagai sesuatu hal yang 
buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana dimana pengaruh 
itu berasal dari nilai dan budaya penjara. Pada saat dicetuskannya 
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 Didin Sudirman, 2006, Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan, Pusat Pengembangan 
Kebijakan Dapartmen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Gandul Cinere Depok, Hlm 52 
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sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu 
asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat 
orang lebih buruk atau jahat sebelum dan dipenjara, asumsi ini secara 
langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan yang secara 
potensial dapat menimbulkan dampak negatif. sebagaimana yang 
dinyatakan dalam Poin 53, Implementasi The Standar Minimum Rules 
For The Treatment Of Prisoners (Implementasi SMR) yang berbunyi 
;”tujuan-tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung 
berbelok kearah yang menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-
kekuatan yang merusak dan terdapat di dalam hubungan para 
penghuni”.55 
C. Tinjauan Umum Terhadap Anak 
1. pengertian 
Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 
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 Didin Sudirman, Op. Cit Hlm 60 
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11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Berbagai 
peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. 
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 
2002 tentang PA yaitu :  “Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.”56 
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 
2012 tentang SPPA juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik 
dengan hukum, yaitu :57 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang 
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana.” 
Kemudian menurut Pasal 1 Ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 
tentang HAM, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu 
sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 
18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi 
kepentingannya.”58 
Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1Convention On The 
Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah 
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 Lihat, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
57
 Lihat, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
58
 Lihat,Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap 
anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.59 
Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang 
dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau 
kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban 
pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak 
untuk keikut sertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau 
mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan 
belas) tahun.60 
Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen H 
Cama, batas umur minimal bervariasi dari umur 7-15 tahun. Hal ini 
dipertegas dengan redaksional yaitu, Bahwa dalam tahun 1953 
berdasarkan laporan Katayen H. Cama, hakim pengadilan Anak 
Bombay, India yang mengadakan research untuk dapertamen Sosial 
dari Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan Social 
Commison dari Economic and Social Council menyatakan, bahwa:61 
a. Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah usia 7 
tahun dianggap tidak melakukan kejahatan; 
b. Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan 
oleh kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum; 
c. Di Filipina, anak-anak dibawah 9 tahun tidak dapat 
dipertanggung jawabkan secara kriminal; 
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d. Di Bima Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 7 
tahun dan dibawah 12 tahun dan Filipina seorang anak di 
antara umur 9 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum 
dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah 
salah. 
 
Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang PA 
menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi.62 
UU No. 23 Tahun 2002 tentang PA mengatur tentang asas dan 
tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut: 
Pasal 2: penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila 
dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak 
meliputi: 
1. Non diskriminasi 
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 
4. Penghargaan terhadap anak. 
 
Pasal 3: perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
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dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat 
manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berakhlak, mulia dan sejahtera. Pasal 2 huruf c UU No. 23 Tahun 
2002 tentang PA menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 
dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi 
anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, orang tua, 
sekaligus merupakan hak setiap manusia. 
Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PA menentukan: 
“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 
berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak.”63 
Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam 
usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 
tentang  PA yaitu:64 
1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis 
kelamin,etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, 
urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental 
(Pasal 21); 
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22); 
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan 
anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, 
wali, atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab 
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terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan 
perlindungan anak (Pasal 23); 
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam 
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat 
kecerdasan anak (Pasal 24). 
 
Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap 
perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25) UU no. 23 
tahun 2002 tentang PA. 
Kewajiban tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha 
perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU no. 23 tahun 
2002 tentang PA, yaitu: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya; 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
 
2. Narapidana Anak 
Pengertian narapidana berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa 
Indonesia berarti orang tahanan, sedangkan berdasarkan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam 
Pasal 1 angka (7) dijelaskan bahwa:65 “Narapidana adalah terpidana 
yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.” 
Dalam hal ini narapidana termasuk juga di dalamnya anak 
pemasyarakatan, dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
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1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka (8) dijelaskan 
mengenai Anak Didik Pemayarakatan. 
Anak Didik Pemasyarakatan adalah:66 
a. Anak Pidana yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 
tahun. 
b. Anak Negara yaitu : anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan 
ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 
tahun. 
c. Anak Sipil yaitu : anak yang atas permintaan orang tua atau 
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di 
LAPAS Anak paling lama sampai berusia 18 tahun. 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak Pasal 1 angka (2) yang dimaksud Anak Nakal ialah 
: 
Anak Nakal adalah: 
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 
bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan 
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Kenakalan anak di sebut juga dengan Juvenile Deliquency. 
Juvenile (dalam bahasa inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia 
berarti anak anak; anak muda, sedangkan Deliquency  artinya 
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terabaikan/mengabaikan yang kemudian di perluas menjadi jahat, 
kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.67 
D. Sanksi Bagi Anak di Bawah Umur 
Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang 
berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang 
berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, 
karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah 
bahwa setiap warga negaranya adalah mahkluk yang bertanggung 
jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. 
Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara 
penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah 
dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu 
yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus 
pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang 
membedakannya dari orang dewasa. 
Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan 
bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi 
karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang 
mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara 
menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan 
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pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan 
serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih 
banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus 
pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHAP, serta 
pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak (UU Pengadilan Anak). Selain itu, pelaksanaan proses 
peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak 
yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 
Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah 
diakomodir dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.68 
Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam pasal 5 UU PA 
ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang 
masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya 
dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang 
tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada  
Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 
12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.69        
Namun pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap 
anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan 
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memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu, 
keputusan yang diambil Hakim (apabila kasus diteruskan sampai 
persidangan) harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata 
dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan 
berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial 
anak, dan keadaan keluarga. Hal-hal ini dijamin serta diatur dalam 
Undang-Undang Pengadilan Anak. Misalnya adalah pada saat polisi 
melakukan penangkapan dan pemeriksaan, ia wajib untuk 
menghubungi dan mendatangkan seorang petugas Bapas (Balai 
Pemasyarakatan, biasa juga disebut PK atau Petugas 
Kemasyarakatan). Petugas Bapas berfungsi hampir sama 
seperti probation officer. Polisi wajib menyertakan hasil Litmas 
(Penelitian Kemasyarakatan) yang dibuat oleh petugas Bapas dalam 
Berita Acara Pemeriksaannya. Tanpa Litmas, Jaksa harus menolak 
BAP dan meminta kelengkapannya kembali. Litmas ini berisi tentang 
latar belakang anak secara keseluruhan, seperti data diri, keluarga, 
sekolah, dan lingkungan sekitar, sampai dengan latar belakang kasus, 
seperti kronologi kejadian, motif, gambaran mengenai kasus, kondisi 
tersangka, dll. 
Litmas juga berisi kesimpulan petugas Bapas tentang kasus 
yang bersangkutan dan rekomendasi mengenai disposisi (untuk kasus 
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dewasa disebut vonis) apa yang terbaik bagi anak. Rekomendasi yang 
bisa diberikan mulai dari kembali ke orang tua, pidana bersyarat, 
pidana dengan keringanan hukuman, pidana sesuai perbuatan, anak 
negara, dan anak sipil. 
Dalam kasus ini, jika anak ditahan sebaiknya segera ditanyakan 
apakah ia telah ditemui oleh seorang petugas Bapas. Dan apakah 
padanya telah diberikan haknya untuk tetap memperoleh penasehat 
hukum, karena petugas Bapas bukanlah seorang penasehat hukum. 
Harus diingat, anak berhak memperoleh dan negara wajib memberikan 
proses hukum yang cepat. 
Apabila pihak korban akan menarik tuntutannya, penyelesaian 
di luar proses hukum sangat mungkin untuk dilakukan karena petugas 
hukum, dalam hal ini polisi, yang terlibat dalam proses peradilan anak 
diberi keleluasaan untuk melakukan diskresi (sewaktu-waktu 
menghentikan proses hukum) demi kepentingan anak. Apabila polisi 
menolak diskresi, sanksi pidana berupa penjara atau rehabilitasi 
institusional masih dapat diupayakan untuk diganti dengan program 
pembinaan di luar lembaga, kompensasi, atau restitusi bagi korban, 
yang bisa diupayakan melalui jalur hukum. Selama proses hukum 
berlangsung, pihak orang tua atau wali juga dapat meminta agar anak 
diberi tahanan luar dengan memberikan jaminan. Dalam kasus anak, 
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tahanan luar juga dipertimbangkan mengingat anak masih harus 
bersekolah. 
Belum adanya peraturan yang menyeluruh tentang sistem 
peradilan anak sebagaimana disebutkan pada bagian awal membawa 
implikasi pada belum adanya polisi khusus anak dan jaksa khusus 
anak. Yang ada barulah hakim anak, sidang anak, dan lembaga 
pemasyarakatan anak. Keterbatasan sistem hukum kita memandang 
masalah tindak pidana oleh anak hanya pada urusan pengadilan anak, 
menyebabkan pertimbangan yang digunakan oleh petugas yang 
terlibat masih merupakan pertimbangan hukum semata, yang 
mendasarkan keputusannya pada apakah si anak bersalah atau tidak 
sebagai pelanggar hukum, tingkat seriusitas perbuatannya, dan 
catatan kriminal yang dimilikinya. Oleh karena itu tidaklah 
mengherankan jika sampai saat ini terdapat kenyataan yang 
memprihatinkan bahwa sebagian besar kasus pelanggaran hukum 
oleh anak yang ditangani polisi, diteruskan ke dalam proses pidana 
selanjutnya, dan sebagian besar dari kasus yang diproses tersebut 
berakhir dengan keputusan pemenjaraan, dimana seharusnya kedua 
hal tersebut menjadi alternatif upaya yang paling terakhir. 
E. Pemidanaan Terhadap Anak 
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Dalam Undang-undang memuat kategori proses pemidanaan 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana yakni : 
 kategori anak yang melakukan tindak pidana yang telah diatur 
dalam UU No. 3 tahun 1997 pasal 1 angka (2) yang berbunyi :70 
1. Anak yang melakukan tindak pidana. 
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 
bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan 
maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. 
 
Dalam hal pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan 
maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak 
adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak 
dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia 
dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat 
bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan 
tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu. 
Dan mengenai batasan umur anak yang melakukan tindak pidana 
diatur dalam pasal 4 UU No. 3 tahun 1997 tentang PA,     yaitu :71 
1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan 
anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 
sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan di ajukan ke sidang 
pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 
tersebut, tetapi belum pernah mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun tetapi di ajukan ke sidang anak. 
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Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur 
yang melakukan kejahatan yang memang layak untuk diproses adalah 
anak yang telah berusia 8 tahun dan diproses secara khusus yang 
berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Tetapi 
pada prakteknya penegakan hukum kepada anak nakal terkadang 
mengabaikan batas usia anak. Contohnya pada kasus Raju yang di 
sidang di Pengadilan Negeri Atabat Langkat Sumatera Utara, saat itu 
dia baru berusia 7 tahun 8 bulan. 
Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui 
Keputusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No. 153) 
menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka (1), Pasal 4 ayat (1) dan 
Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 
serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu 
menetapkan batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang 
bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 (dua belas) tahun 
karena secara relatif sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental dan 
intelektual yang stabil. 
Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau 
tindakan. pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, Pasal 71 
ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang 
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mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal, 
yaitu:72 
1. Pidana Pokok merupakan pidana utama yang dapat dijatuhkan 
kepada anak nakal. Beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan 
kepada anak nakal, yaitu: 
a. pidana peringatan;  
b. pidana dengan syarat:  
1) pembinaan di luar lembaga;  
2) pelayanan masyarakat; atau 
3) pengawasan.  
c. pelatihan kerja; 
d. pembinaan dalam lembaga; dan 
e. penjara. 
 
2. Pidana Tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan sebagai 
tambahan dari pidana pokok yang diterimanya. Selain pidana pokok 
maka terhadap anak nakal dapat pula dijatuhkan pidana tambahan, 
berupa : 
a. Perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak 
pidana; 
b. Pemenuhan kewajiban pajak. 
 
Tindakan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang 
bertujuan untuk membina dan memberikan pengajaran kepada anak 
nakal. Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal  
berdasarkan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah:73  
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a. Pengembalian kepada orang tua atau wali; 
b. Penyerahan kepada seseorang; 
c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 
d. Perawatan di LPKS; 
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan 
yang di adakan oleh pemerintah atau badan swasta 
f. Mencabut surat izin mengemudi; dan/ atau 
g. Perbaikan akibat tindak pidana. 
 
 
Mekanisme penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan pidana 
tambahan ataupun tindakan, dapat dilihat sebagai berikut : 
1. Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA Anak yaitu sebagai 
berikut:  
1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan 
perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. 
2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling 
lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman penjara bagi 
orang dewasa. 
3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 
( delapan belas) tahun. 
4) Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya 
pembinaan LPKA dan berkelakuan baik berhak 
mendapatkan pembebasan bersyarat. 
5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai 
upaya terakhir. 
6) Jika tindak pidana yang di lakukan anak merupakan tindak 
pidana yang di ancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
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2. Pasal 75 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SSPA yaitu sebagai berikut 
:74 
1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan: 
a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang 
dilakukan oleh pejabat pembina; 
b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; dan 
c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, 
narkotika 
d.  psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat 
pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk 
memperpanjang pembinaan yang lamanya tidak melampaui 
maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum 
dilaksanakan. 
 
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa 
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 
Pasal 78 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SSPA yaitu sebagai berikut : 
1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan 
pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.  
2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) 
tahun.  
 
Mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan 
bagi anak berdasarkan ketentuan pasal 77 UU no. 11 tahun 2012 
tentang SPPA:75 
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1. Tenggang waktu pidana pengawasan pada anak ialah paling singkat 
3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun; 
2. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari hari di 
rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa; sedangkan pemberian 
bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. 
 
Mekanisme pemidanaan narapidana yang menjadi residivis 
dijelaskan dalam KUHP pasal 486 hingga pasal 488, yaitu pemberatan 
pidana di tambahkan sepertiga.  
F. Dasar Hukum Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak 
Pidana yang Menjadi Residivis 
Dasar hukum substansi penulisan makna pelanggaran hak anak 
dan tindak pidana anak dan dimensi dasar pertimbangan hakim dalam 
mengadili dan memutus perkara tersebut. 
1. Dasar hukum dalam penulisan ini antara lain Undang-undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang no. 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak. 
2. Makna Pelanggaran Hak Anak dan Tindak Pidana Anak. 
Pelanggaran dimaknai sebagai perbuatan (perkara) melanggar, 
tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan – Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 1996. halaman 561 Hak anak dengan merujuk UU 
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No. 3 tahun 1997 tentang PA pada pasal 1 angka (12) mendefinisikan 
hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan negara.76 
Dengan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-
Undang Dasar 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagai 
konsekuensi logis dan yuridisnya maka merupakan hal mutlak(conditio 
sine quanon) adanya penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi 
: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup 
kelangsungan hidup dan perkembangannya, dan penghargaan terhadap 
pendapat anak.77 
Adapun tujuannya adalah jaminan terpenuhi hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya Anak Indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 
Selanjutnya perwujudan HAM Anak tersebut di atas dirinci dalam 
berbagai kondisi : 
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Normal, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 
tentang PA Pasal 4  s.d. pasal 11, pasal 13, pasal 15, pasal 16, pasal 17 
yaitu setiap anak berhak :78 
1. Mendapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 
wajar sesuai harkat dan martabat serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi – Pasal 4. 
2. Atas suatu nama sebagai identitas  dari status kewarganegaraan – 
Pasal 5. 
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi 
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan 
orang tuanya – Pasal 6 
4. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang 
tuanya sendiri. Jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 
kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar. Maka ia berhak 
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh 
orang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku – 
Pasal 7 ayat (1) dan (2) 
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial – Pasal 8. 
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6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran guna pengembangan 
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya – 
Pasal 9 ayat (1). 
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan 
memberikan informasi demi pengembangan dirinya sesuai dengan 
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan – Pasal 10. 
8. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang 
sebaya, bermain, berkreasi sesuai minat dan bakat tingkat 
kecerdasan demi pengembangan dirinya – Pasal 11. 
9. Selama dalam asuhan orang tua, wali atau pihak lain yang 
bertanggung jawab, anak mendapat perlindungan dari perilaku : 
diskriminasi, ekploitasi (ekonomi / seksual), penelantaran, 
kekejamanan, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan 
perilaku salah lainnya – Pasal 13 ayat (1). 
10.  Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan 
politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, 
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan – 
Pasal 15. 
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11.  Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan 
atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, juga memperoleh 
kebebasan sesuai dengan hukum – Pasal 16 ayat (1) dan (2). 
12.   Penyandang cacat : ia juga memperoleh pendidikan luar biasa, 
sedangkan yang memiliki keuangan juga berhak mendapatkan 
pendidikan khusus – Pasal 9 ayat (2). Selain itu ia berhak 
memperoleh rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial – Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12. 
13.   Perkecualian, terhadap pemisahan anak untuk diasuh oleh orang 
tuanya, adalah jika ada alasan dan / atau aturan hak yang sah 
demi kepentingan terbaik bagi anak, merupakan pertimbangan 
terbaik bagi anak dan yang terakhir – Pasal 14. 
14. Upaya terakhir (ultimum remedium) berupa penangkapan, 
penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila 
sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan 
sebagai upaya terakhir – Pasal 16 ayat (3). 
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :              
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau 
lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang 
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berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan 
pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak serta dalam 
sidang tertutup untuk umum – Pasal 17 ayat (1).  
16. Berhak dirahasiakan yaitu bagi setiap anak yang menjadi 
korban  atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan 
dengan hukum – Pasal 17 ayat (2).  
17. Berhak mendapatkan bantuan hukum dan lainnya bagi setiap  anak 
yang menjadi korban atau pelaku pidana. 
Dari paparan hak anak di atas, bagaimana jika terjadi 
pelanggaran dan siapakah yang harus mempertanggung 
jawabkannya. Mengenai hal demikian, ternyata undang-undang 
tersebut tidak menentukannya secara lengkap. KUHP baik secara 
langsung maupun tidak langsung telah mengaturnya, antara lain pada 
pasal 278, 283, 287, 290, 297, 301, 305, 308, 341, dan 356. Penulis 
berpendapat idealnya UU Perlindungan Anak secara lengkap sanksi 
pidana bagi pelanggar hak-hak anak tersebut dengan klasifikasinya 
sebagai kejahatan dan pelanggaran. Terkecuali UU No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang PA telah mengakomodasi hal sejenis. 
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Tindak Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Bab XII memuat 
ketentuan pidana dan tersurat pada Pasal 77 sampai dengan pasal 
90,  dengan kualifikasi sebanyak 33 jenis Tindak Pidana Umum, yang 
semuanya berdasarkan teori hukum pidana adalah kejahatan dengan 
pidana paling singkat 2 (dua) tahun, dan tidak ada yang berjenis 
pelanggaran meski pada Pasal 90 dikenal adanya pidana denda 
namun sebagai pemberatan saja yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) karena 
pelaku pidananya  adalah korporasi. 
Tren terakhir pembuat undang-undang banyak 
menggunakan frase dipidana dan bukannya diancam pidana, tidak 
seperti pada sistem sanksi pidana pada KUHP yang 
menggunakan frase “diancam pidana”. Timbul pertanyaan politik 
hukum apakah yang melandasi pembuat undang-undang 
menggunakan frase dipidana tersebut, bukankah kalau terdakwa 
terbukti bersalah akan dijatuhi pidana atau dipidana, sehingga 
logikanya produk legislasi (persetujuan antara Pemerintah dan DPR), 
karena tidak bertindak sebagai aparat yudikatif (hakim). 
Berdasarkan ketentuan pidana di atas tidak secara limitatif 
disebut adanya tindak pidana anak, meski substansinya memuat 
perlindungan terhadap hak anak. Akan tetapi kesemuanya merupakan 
tindak pidana biasa yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. 
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Sedangkan apabila terjadi pelanggaran hak anak termasuk tindak 
pidana umum berupa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
anak maka diklasifikasikan sebagai tindak pidana anak.79 
Oleh karena itu penulis berpendapat tindak pidana anak adalah 
anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berusia 12 tahun, tetapi 
belum berusia 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana yang 
dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-
undangan maupun peraturan hukum lain  yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan – Pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 
2012 tentang SPPA.80 
Timbul pertanyaan bagaimana implementasi terhadap adanya 
indikator yang berdimensi pelanggaran hak anak dan adanya tindak 
pidana anak, hal ini akan mempengaruhi atau mendasari hakim dalam 
pertimbangannya untuk mengadili dan memutus perkara tersebut. 
1. Menurut KUHAP Pasal 1 angka (9) mengadili adalah serangkaian 
tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara 
pidana. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman81, hakim wajib menerima, 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara; melainkan hakim 
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 Komari, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Dan Mememutus Perkara 
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 Pasal 1 angka 3 Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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 Undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada. Oleh 
karena itu menurut doktrin hakim dianggap tahu hukum (ius curia 
novit)  dan putusan hakim dianggap benar res judicata pro veritate 
habetur, dalam mengadili perkara pidana anak maka dasar 
pertimbangan hukum adalah berpijak pada legal justice yang termuat 
dalam norma hukum yang berlaku (hukum positif).82 
2. Secara Legal Justice 
Ketentuan normatif yuridis yang dimaksud menurut pasal 32 
hingga pasal 38 UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA yaitu :83 
1. Saat menjalani proses hukum, penahanan dapat dilakukan 
terhadap anak sebagai tersangka atau terdakwa. Penyidik 
berwenang menahan selama 7 hari dan dapat diperpanjang 8 
hari. Penuntut umum berwenang menahan paling lama 5 hari.  
2. Hakim tingkat pertama berwenang menahan paling lama 10 
hari dan dapat diperpanjang 15 hari oleh ketua pengadilan 
negeri. Hakim Banding berwenang menahan paling lama 10 
hari dan dapat diperpanjang 15 hari oleh ketua pengadilan 
tinggi. Hakim Kasasi berwenang menahan paling lama 15 hari 
dan dapat diperpanjang 20 hari oleh Ketua Mahkamah Agung.  
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3. Dalam hal pemeriksaan pada penyidikan dan penuntutan 
berhak didampingi penasehat hukum, adapun dalam 
pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara anak nakal 
wajib hadir dalam sidang tersebut yaitu Penutut Umum, 
Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, 
Wali, atau orang tua Asuh dan Saksi.- Pasal 55 UU No. 3 
tahun 1997 tentang PA. 
Adapun masing-masing aparat negara dan Penasehat Hukum 
tidak memakai pakaian dinas atau toga. Dalam sidang pengadilan hakim 
anak bersidang sebagai hakim tunggal yang dalam hal tertentu dan 
dipandang perlu dapat dilakukan dengan hakim majelis, yang 
pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum namun 
putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selain itu 
dalam sidang hakim anak harus memperhatikan terlebih dahulu hasil 
penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan 
disertai orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat Hukum – Pasal 
56 dan pasal 57 UU No. 3 tahun 1997 tentang PA.84 
Sebelum  putusannya diucapkan  dalam sidang terbuka untuk 
umum hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, orang 
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tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi 
anak – Pasal 59 UU No. 3 tahun 1997 tentang PA. 
Hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak harus 
mencakup beberapa aspek sebagaimana menurut Gustaf Rutbruch 
dengan teorinya “Ide des rechts”, yaitu: keadilan (Gerechtigkeit), 
kemanfaatan (Zweekmossigkeit), kepastian hukum (Rechts sicherheit). 
Ketiga unsur tersebut secara empiris hakim memperhatikan sisi keadilan 
dan kemanfaatan bagi anak disamping itu juga kepastian hukum. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi anak maupun pihak lain 
sehingga bermanfaat pula bagi anak yang dipidana tersebut. 
Dalam penjatuhan pidana tersebut hakim berpijak pada Pasal 71 
UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA yaitu berupa:85  
1. pidana pokok:  a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat, 
c. Pembinaan diluar lembaga, d. Pelayanan masyarakat, e. 
Pengawasan (pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan 
penjara). 
2. pidana tambahan : a. Perampasan keuntungan yang diperoleh 
dari tindak pidana; b. Pemenuhan kewaiban adat. 
Khusus pidana penjara dijatuhkan paling lama ½ dari maksimum 
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan pidana mati 
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atau seumur hidup maksimalnya 10 tahun. Apabila anak belum 
mencapai umur 12 tahun dapat diambil tindakan yang dijatuhkan kepada 
anak nakal berupa : 
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. 
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja atau; 
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi 
Sosial. 
4. Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja. 
Dari ketiga alternatif di atas dapat dijatuhkan apabila pelaku 
tindak pidana anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun jika tidak 
diancam pidana mati atau seumur hidup – Pasal 26 UU No. 3 tahun 
1997 tentang PA. Demikian pula terhadap pidana kurungan dan pidana 
denda dapat dikenakan pada anak nakal yaitu ½ dari orang dewasa. 
Apabila tidak membayar denda dapat diganti dengan wajib latihan kerja 
paling lama 90 hari kerja dan tidak lebih dari 4 jam sehari serta bukan 
pada malam hari – Pasal 28 UU No. 3 tahun 1997 tentang PA. 
Jika hakim menjatuhkan pidana penjara bersyarat pada anak 
nakal maksimalnya 2 tahun dengan ditentukan syarat umum dan khusus 
berupa anak nakal tidak melakukan tindak pidana lagi dengan tetap 
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memperhatikan kebebasan anak,  yang jangka waktu pidana bersyarat 
tersebut paling lama 3 tahun. Dalam hal ini jaksa melakukan 
pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan 
oleh BAPAS dan berstatus Klien Pemasyarakatan agar anak nakal 
menepati persyaratan yang ditentukan dan dapat mengikuti pendidikan 
sekolah. – Pasal 29 UU No. 3 tahun 1997 tentang PA. 
Jika anak nakal diputus untuk diserahkan kepada negara, maka 
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara 
maka demi kepentingan anak Kepala LPA dapat minta ijin kepada 
Menteri Hukum dan HAM agar ditempatkan di Lembaga Pendidikan 
Anak yang diselenggarakan Pemerintah atau Swasta. – Pasal 31 UU 
No. 3 tahun 1997 tentang PA. 
3. Secara Moral Justice 
Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan 
memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum 
positif, dengan etika profesinya harus juga memperhatikan faktor 
kriminologi, sosiologi dan psikologi. Menurut pendapat Lawrance 
Friedman, orang yang tidak tunduk pada hukum bukan hanya karena 
ia tidak mengetahui peraturan perundang-undangan, tetapi juga 
karena faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya. Salah satu 
argumentasi adalah bahwa seseorang bisa melanggar hukum karena 
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lingkungan pergaulan mendorongnya untuk melakukan kejahatan. 
Dalam kasus anak nakal, sering kali motif kejahatan yang dilakukan 
lebih disebabkan oleh faktor di luar diri anak, seperti pengaruh 
lingkungan pergaulan, keluarga, sekolah hingga tuntutan gaya hidup 
di lingkungan pertemanan.86 
Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang 
melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau 
kejahatan, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala 
ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah melakukan sendiri 
langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, 
tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh 
karena itu anak nakal,  orang tua dan masyarakat sekitarnya 
seharusnya dapat lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan 
pendidikan dan pengembangan perilakunya. 
Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan 
sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam 
memutuskan untuk meakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam 
sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika 
berfikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Tindakan 
seorang anak tidak mungkin dilakukan karena hanya didorong oleh 
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pertimbangan individual saja. Tindakan anak tidak berdiri sendiri 
tetapi terangkai dalam suatu rangkaian sistem peranan yang 
diharapkan. Oleh karena itu anak nakal cenderung berasal dari 
keluarga yang tidak harmonis. 
4. Secara Social Justice 
Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup 
bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat 
heterogen, menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman hakim 
wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Dengan demikian hakim dalam menegakan hukum positif (law in 
book) dapat mewujudkan keadilan sosial (law in action), sehingga 
putusan hakim in casu dalam perkara tindak pidana anak berdimensi 
memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak 
tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua, wali 
atau orang tua asuhnya serta masyarakat sekitarnya. Putusan yang 
demikian itu tentunya akan dapat mempengaruhi tumbuh kembang 
dalam hidup dan kehidupan demi masa depan perkembangan 
kecerdasan intelektual sosial maupun emosionalnya yang berguna 
bagi perbaikan anak pidana serta generasi penerus lainnya untuk 
kejayaan bangsa dan negara. Dengan kata lain dengan putusan 
tersebut terjaminlah perlindungan hak anak tanpa menegasikan 
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kepastian hukum sehingga supremasi hukum tetap ditegakkan 
terhadap anak sejak usia dini sehingga ia bermanfaat bagi pelanjut 
sejarah perjuangan bangsanya meraih tujuan bernegara, yaitu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena anak 
hakekatnya adalah pewaris dan pelanjut cita-cita bangsanya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penulis 
akan melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang 
dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Adapun tempat atau 
lokasi penelitian tersebut adalah wilayah kota Makassar, khususnya di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I serta di Balai Pemasyarakatan Klas I 
Kota  Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai 
berikut : 
1. Data Primer 
Data Primer adalah suatu informasi yang diperoleh langsung di lokasi 
penelitian dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang 
berkompeten dalam hal ini pejabat Kepolisian. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah, 
literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media 
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cetak, dan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada 
relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebagai 
berikut : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini di lakukan dengan cara megadakan observasi dan 
wawancara secara langsung dengan pihak yang di anggap dapat 
memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan 
penelitian ini. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan 
meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel 
dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang 
dianggap relevan dengan materi yang akan dibahas. 
D. Analisis Data 
Data dari hasil penelitian penulis dianalis dengan menggunakan 
teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan 
berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta 
yang lain serta ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan dan 
menguraikan informasi yang di peroleh dengan menggunakan  
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pendekatan normative yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data 
yang diperoleh dilapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan. 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Menjadi Residivis 
Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk 
kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi 
menimbulkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian 
diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak 
mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak 
kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik 
eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang 
tersembunyi dan sifatnya tertutup. Sebagai dampaknya orang kemudian 
mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma 
umum, dengan jalan berbuat dengan kehendaknya sendiri demi 
keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian pada akhirnya 
mengganggu dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain. 
         Dalam perkembangan masyarakat seperti ini, pengaruh budaya di 
luar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota 
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masyarakat itu sendiri, terutama pada anak-anak, lingkungan, 
khususnya lingkungan sosial, mempunyai peranan yang sangat besar 
terhadap pembentukan perilaku anak-anak, termasuk perilaku jahat 
yang dilakukan khususnya oleh anak-anak yang usianya di bawah 
umur. 
         Beberapa waktu terakhir ini, banyak terjadi kejahatan atau perilaku 
jahat di masyarakat. Dari berbagai media massa, baik elektronik 
maupun cetak, kita selalu mendengar dan mengetahui adanya 
kejahatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh anggota masyarakat. 
Pelaku kejahatan atau pelaku perilaku jahat di masyarakat tidak hanya 
dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga 
dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang 
biasa kita sebut sebagai kejahatan anak atau perilaku jahat anak. 
Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin 
bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan 
industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak 
pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan 
segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak ini 
disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. 
Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah 
laku yang di anggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-
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istiadat, hukum formal , atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola 
tingkah laku umum. 
Kejahatan dalam segala usia termasuk remaja dan anak-anak 
dalam dasawarsa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk 
dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi , penegak hukum, 
praktisi sosial maupun masyarakat umumnya. 
Perilaku jahat anak-anak dan remaja merupakan gejala sakit 
(patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah 
satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan 
bentuk tingkah-laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural 
memainkan peranan yang sangat besar dalam pembentukan atau 
pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak dan remaja. Perilaku 
anak-anak  dan remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak 
adanya konformitas terhadap norma-norma pada lingkungan sosialnya. 
Anak-anak dan remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya 
kurang memiliki kontrol-diri, atau justru menyalahgunakan kontrol-diri 
tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, di 
samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka 
lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-
motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai 
kekerasan. Pada umumnya anak-anak dan remaja tersebut sangat 
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egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga 
dirinya. 
Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi 
ini adalah anak sebagai residivis. Dalam bab ini, penulis akan 
memberikan data tentang anak yang melakukan kejahatan pada tahun 
2010-2013 yang diambil di catatan Balai Pemasyarakatan klas 1 
Makassar (selanjutnya disebut BAPAS Makassar) dan juga catatan di 
Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS Makassar) 
dimana anak yang dimaksud disini adalah anak yang dijelaskan dalam 
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana.  
Adapun data yang dimaksudkan oleh penulis adalah sebagai 
berikut :     
TABEL 1  
Jumlah Tahanan Anak/ Narapidana Anak Di Lapas Klas 1 A 
Makassar pada tahun 2010 – 2013 
 
NO 
 
JENIS KEJAHATAN 
TAHUN  
JUMLAH 2010 2011 2012 2013 
1. Pencurian 7 8 9 12 36 
2. Senjata Tajam 4 5 8 9 26 
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Sumber : Lembaga Pemasayarakatan Kelas 1 A Makassar pada tanggal 9      
Januari 2015 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tahanan/narapidana 
anak di LAPAS Kels 1 A Makassar mengalami peningkatan tiap tahunnya 
yaitu pada tahun 2010 tercatat ada 20 orang anak, ditahun 2011 tercatat 25 
orang anak, ditahun 2012 tercatat 28 orang anak dan ditahun 2013 tercatat 
ada 40 orang anak yang di tahan atau menjadi narapidana di LAPAS Kelas 1 
A Makassar. Sehingga jumlah tahanan atau narapidana anak yang tercatat 
pada tahun 2010-2013 di LAPAS Kelas 1 A Makassar berjumlah 113 orang 
anak.  
Berikut adalah data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah 
melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis) yang diperoleh dari hasil 
penelitian yang dilakukan di LAPAS Kelas 1 A Makassar pada tanggal  9 
Januari 2015 sebagai berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
TABEL 2 
 
Jumlah Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) 
pada tahun 2010-2013 di kota Makassar. 
3. Penadahan 1 1 1 2 5 
4. Penganiayaan 7 8 6 10 31 
5. Pembunuhan - 1 - 1 2 
6. Pengrusakan 1 2 4 6 13 
JUMLAH 20 25 28 40 113 
 
NO 
 
JENIS KEJAHATAN 
TAHUN  
JUMLAH 
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Sumber : Lembaga Pemasayarakatan Kelas 1 A Makassar pada tanggal 9      
Januari 2015 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang melakukan 
pengulangan (residivis) dimulai pada tahun 2010 berjumlah 5 orang 
anak, ditahun 2011 berjumlah 8 orang anak, di tahun 2012 terjadi 
peningkatan menjadi 11 orang anak dan pada tahun 2013 turun menjadi 
10 orang anak. Sehinggah jumlah anak yang melakukan pengulangan 
sejak tahun 2010-2013 berjumlah 37 orang anak. 
Adapun catatan dan data yang diperoleh di Balai Pemasyarakatan 
Klas 1 Makassar  ( selanjutnya di sebut BAPAS Makassar) yaitu :  
TABEL 3 
Identitas Narapidana Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak 
Pidana (Residivis) 
 
No Nama Umur Kasus dan Tahun 
2010 2011 2012 2013 
1. Haerul 14 tahun Pencurian - Pencurian  
2. Ito Cristoper 16 tahun Penrusakan Pencurian - - 
3. Maparenta 14 tahun - - Pencurian Pencurian 
2010 2011 2012 2013 
1. Pencurian 3 5 6 4 18 
2. Penggunaan Senjata 
Tajam 
- - 1 2 3 
3. Narkotika 1 2 3 3 12 
4. Penadahan 1 1 - - 2 
5. Penganiayaan - - 1 1 2 
JUMLAH 5 8 11 10 37 
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4. Sumardi 17 tahun - - Pencurian Pencurian 
5. Rudi H. 15 tahun - - Pencurian Pencurian 
6. Rahmat 
Hidayat 
15 tahun - - Membawa 
Busur 
Membunuh 
7. Ipul 17 tahun - - Penodongan Pencurian 
8. Subhan 18 tahun - - Penodongan Pencurian 
9. Nasir 16 tahun Pencurian - - Pencurian 
10. Junaidi 17 tahun - - Pencurian Pencurian 
Sumber : Balai Pemasyarakatan klas 1 Makassar ( selanjutnya disebut 
BAPAS Makassar) -2015. 
Berikut adalah hasil wawancara terhadap responden dimana 
responden yang diwawancarai berdasarkan jenis kejahatan dan faktor 
penyebab dilakukannya pengulangan. 
Berikut adalah hasil wawancara terhadap anak sebagai residivis 
yang dilakukan tanggal 9 Januari 2015:  
1.  Nama Junaidi Umur 17 tahun, Laki-laki, jenis kejahatan yang 
dilakukan yang pertama pencurian (Pasal 362 KUHP) dan 
mengulangi kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP). Menurut 
JI, Dia melakukan tindak pidana pencurian karena beberapa 
alasan yang pertama alasan ekonomi dan alasan kedua 
adalah faktor lingkungan tempat dia berinteraksi karena JI 
berteman dengan anak nakal yang selalu mengajak dia untuk 
melakukan kejahatan (Residivis Khusus). 
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2. Nama Subhan, Umur 18 tahun, Laki-laki, jenis kejahatan yang 
dilakukan yang pertama pengancaman dengan menggunakan 
senjata tajam dan mengulangi kejahatan sama yaitu 
penggunaan senjata tajam tanpa izin. Menurut SN, Dia 
melakukan tindak pidana tersebut karena faktor lingkungan 
tempat dia tinggal dan faktor pendidikan (Residivis Khusus).  
Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan anak 
mengulangi melakukan kejahatan (residivis) setelah mendapatkan 
pembinaan di lapas maka penulis menggunakan metode wawancara 
terbuka oleh beberapa anak yang telah beberapa kali mengulangi suatu 
tindak pidana (Residivis) dan salah seorang Pembina anak yang ada di 
LAPAS dan KABID Pembinaan LAPAS Kelas 1 A Makassar. Berikut ini 
adalah hasil wawancara langsung terhadap responden yang telah dipilih 
secara khusus oleh penulis berdasarkan kapasitasnya untuk 
mendapatkan informasi yang akurat guna untuk menyelesaikan 
penelitian ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis 
memperoleh data faktor penyebab anak melakukan pengulangan tindak 
pidana (Residivis) yaitu : 
Adapun data yang dimaksudkan oleh penulis adalah sebagai 
berikut : 
TABEL 4 
No Faktor Penyebab Frekuensi/Narasumber Persentase (%) 
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1. Ekonomi  12 32,5 % 
2. Lingkungan Tempat 
Berinteraksi 
9 26,47 % 
3. Kesadaran Hukum 5 14,70 % 
4. Pendidikan 8 23,52 % 
 Jumlah 34 100 % 
Sumber : Lembaga Pemasayarakatan Kelas 1 A Makassar pada tanggal 
9 Januari 2015 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 faktor 
yang menyebabkan terjadinya pengulangan (residiv) yang dilakukan 
oleh anak. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor ekonomi 35,2 %, faktor 
lingkungan tempat berinteraksi 26,47 %, faktor kesadaran hukum 14,70 
%, dan faktor pendidikan 23,52 %. Berdasarkan dari data di atas maka 
faktor yang paling utama yang menyebabkan anak mengulangi 
kejahatannya (residivis) adalah faktor ekonomi.  
Berikut hasil wawancara oleh salah seorang Pembina khusus anak 
di LAPAS kelas 1 Makassar pada tanggal 9 Januari 2015 sebagai 
berikut: Pembina khusus anak di LAPAS Kelas 1 A Makassar, Drs. Amir 
Halik mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak 
melakukan kejahatan di antaranya faktor ekonomi dimana faktor 
ekonomi disini diidentikkan dengan kemiskinan yang pada dasarnya 
menyebabkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak. karena 
kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat dan keadaan 
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ekonomi tidak menunjang maka biasanya seseorang melakukan 
kejahatan contonya pencurian, yang kedua faktor lingkungan tempat 
dimana anak tersebut berinteraksi sebagaimana di ketahui bahwa anak 
memerlukan teman dan lingkungan untuk menunjang proses 
pendewasaannya dalam proses ini seorang anak terkadang salah 
memilih lingkungan dan teman untuk bergaul dengan terjadinya hal 
seperti itu anak baiasanya melakukan apa yang dilakukan oleh teman 
teman tempat dimana dia berinteraksi ketika temannya baik dia akan 
berbuat baik dan ketika lingkungan dan teman temannya menunjang dia 
melakukan tindak pidana maka terbuka peluang anak itu melakukan 
tindak pidana, yang ketiga faktor pendekatan dan pengawasan yang 
dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya faktor ini sangat penting 
karna sebagaimana mestinya seorang orang tua harus mendidik anak 
agar anak itu berprilaku baik dengan tidak adanya pengawasan dan 
perhatian oleh orang tua biasanya anak akan terlantar dan dari 
keterlantarannya seorang anak biasanya akan terjerumus dalam 
tindakan yang merugikan orang lain. selain itu, faktor pendidikan juga 
sangat mempegaruhi anak melakukan kejahatan karena anak kurang 
mendapat pendidikan yang membentuk karakternya baik itu pendidikan 
formal maupun non formal hal tesebut menyebabkan anak tidak dapat 
atau kurang mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu ternyata salah 
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dan merupakan tindak pidana. Dalam keadaan seperti inilah terkadang 
menyebabkan seseorang khususnya seorang anak melakukan tindak 
pidana. 
B. Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Anak Sebagai 
Pelaku Tindak Pidana Agar Anak Tidak Menjadi Residivis 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam 
memperoleh data untuk dijadikan sebagai asumsi dalam bab 
pembahasan ini, penulis memperoleh hasil mengenai upaya 
pencegahan terkait dengan bentuk penanggulangan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana agar anak tindak menjadi residivis. 
Adapun data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian, adalah 
sebagai berikut : 
 Upaya Pre-Emtif 
Upaya Pre-Emtif Merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk 
pertama kalinya. Upaya ini di bagi menjadi dua yaitu:  
1) Moralistik, dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang 
bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan dan para tokoh 
masyarakat. 
2) Abolisionistik, dilakukan dengan cara penanggulangan bersifat 
konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian 
kriminologi dan menggali sebab musabab terjadi kejahatan.  
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Pola penanggulangan secara Pre-Emtif ini dapat seperti 
penanganan setiap gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(KAMTIMAS), maka akan lebih baik dilakukan pencegahannya 
terlebih dahulu sebelum terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan 
berupa kegiatan kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor 
factor penyebab, pendorong, faktor peluang dari kejahatan, sehingga 
tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan. Kegiatan ini pada dasarnya 
berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup 
sederhana dan kegiatan positif terutama bagi anak dengan kegiatan-
kegiatan yang bersifat positif dan kreatif. 
 
 Upaya Represif 
Upaya ini adalah suatu cara penanggulangan berupa penangan 
kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum adalah sebagai berikut: 
1) Pencegahan yang bersifat langsung 
Kegiatan Pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya 
kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang 
bersangkutan sebagai berikut : 
a. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur 
sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. 
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b. Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan. 
c. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan 
berdasarkan beberapa pertimbangan. 
2) Pencegahan yang bersifat tidak langsung 
Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah 
dilakukannya kejahatan antara lain adalah : 
a. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu 
kriminalitas yang didalamnya mengandung ancaman 
hukuman. 
b. Pendidikan pelatihan untuk memberikan kemampuan 
seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan 
sosialnya. 
c. Penimbulan kesan akan adanya pengawasan. 
3) Pencegahan melalui perbaikan lingkungan antara lain : 
a. Perbaikan sistem pengawasan. 
b. Penghapusan Kesepakatan melakukan suatu kejahatan, 
contohnya : Pemberian kesepakatan untuk mencari 
nafkah secara wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
4) Pencegahan dengan melakukan perbaikan perilaku dengan 
cara sebagai berikut : 
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a. Penghapusan imbalan yang menguntungkan pelaku 
kejahatan. 
b. Mengikut sertakan masyarakat dalam mencegah 
perbuatan kriminal. 
 Upaya Preventif  
Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
merupakan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya 
kejahatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:  
1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan 
sekolah-sekolah melai dari tingkat dasar sampai tingkat 
lanjut.  
2) Melakukan kerjasama yang baik antara masyarakat 
termasuk orang tua, guru dalam rangka mencegah 
terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang 
khususnya yang dilakukan yang pelakunya anak.  
3) Melakukan kerjasama antara lembaga-lembaga swadaya 
masayarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan 
dan pemahaman hukum kepada pelajar dan masyarakat 
untuk menjaga dan mencegah anak dalam melakukan 
perbuatan criminal.  
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4) Melakukan kerjasama kepada media massa sebagai salah 
satu media untuk memperkenalkan hukum kepada 
masyarakat agar masyarakat mengetahui dan tercipta 
kesadaran hukum. Contohnya, membuat poster, spanduk, 
iklan media cetak dan media massa yang isinya himbauan 
kepada masyarakat untuk mentaati hukum.  
Dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap yang diberikan oleh pengadilan, para terpidana akan menjalani 
masa hukuman atau masa pemidanaannya yang di tempatkan di 
Lembaga Pemasyaraktan (LAPAS) dan selama itu pula akan 
dilakukan pembinaan oleh pihak LAPAS. Pada prinsipnya LAPAS 
sebagai wadah atau tempat dilakukannya pembinaan untuk 
menghilangkan sifat jahat dan agar terpidana itu bisa diterima kembali 
di masyarakat melalui pendidikan yang bermutu. 
Fungsi dan tugas pembinaan yang dilakukan di LAPAS 
dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah 
menjalani masa hukumannya dapat menjadi warga negara yang baik. 
Masyarakat diharapkan mampu menjadikan mereka sebagai warga 
masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Dan usaha 
pembinaan yang dilakukan di LAPAS di mulai sejak hari pertama 
terpidana menjalani masa hukumannya sampai dia lepas. Secara 
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berkala perkembangan para narapidana diteliti oleh suatu bidang 
pembinaan dan pemasyarakatan yang menentukan rencana 
pembinaan untuk selanjutnya dan penempatannya dalam lembaga 
yang sesuai. LAPAS Kelas 1 A Makassar melakukan pola pembinaan 
yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan 
narapidana yang telah di tetapkan oleh Undang-undang No. 12 tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, ketetapan Departemen Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 
tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan yaitu : 
a. Pembinaan Kemandirian 
Merupakan pembinaan yang paling diutamakan di LAPAS Kelas 1 
A Makassar terhadap narapidana. Dasar pertimbangannya bahwa 
apabila jiwa kemandirian narapidana telah dibina dengan baik, maka 
pembinaan-pembinaan selanjutnya akan lebih mudah dilakukan dan 
akan lebih diterima oleh narapidana. Kegiatan-kegiatan pembinaan 
kemandirian itu meliputi:  
1) Pendidikan agama  
Usaha ini diperlukan untuk meperbaiki iman dari narapidana 
terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang 
merek lakukan. Dan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ini 
pihak LAPAS mengadakan kerja sama dengan Departemen 
Agama.selain itu di adakan kegiatan pengajian dan selain itu pihak 
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LAPAS juga mengadakan program buta aksara AL-Qur’an 
menggunakan metode iqra yang diharapkan sebelum narapidana 
bebas mereka dapat membaca Al-Qur’an Bagi yang beragama non 
islam maka diadakan kegiatan kegiatan kerohanian yang dapat 
memperbaiki individu narapidana dan melaksanakan kerjasama 
terhadap pihak terkait yang dapat mengembangkan narapidana 
tersebut. 
2) Pendidikan umum  
Pembinaan pendidikan umum meliputi pembinaan kesadaran 
berbangsa dan bernegara atau pendidikan kewarganegaraan (PKN). 
Agar menyadarkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik 
dan berbakti pada nusa dan bangsa. Pembinaan ini dilakukan 
mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan 
adalah kurangnya pendidikan. Begitupun yang dilakukan oleh pihak 
LAPAS Kelas 1 A Makassar dengan menyadari bahwa banyak 
narapidana yang berpendidikan rendah. oleh karena itu, pihak 
LAPAS memberikan bekal pendidikan yang diharapkan dapat 
berguna untuk narapidana di kemudian hari ketika dia lepas atau 
telah menjalani masa hukumannya. 
3) Pembinaan jasmani  
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Pembinaan macam ini berupa diadakannya olehraga bersama, 
kesenian dan kegiatan kerja bakti di lingkungan lembaga. Hal ini 
dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan setiap narapidana. 
Khusus kegiatan oleh raga dan seni penyelenggaraan dilakukan oleh 
narapidana terutama menjelang hari hari besar.  
b. Pembinaan Keterampilan  
Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat 
masing masing narapidana, disamping memperhatikan keterbatasan 
dana yang tersedia, jenis keterampilan yang diberikan kepada 
narapidana seperti kerajinan tangan berupa bingkai fhoto, asbak, dan 
lain-lain. Selai keterampilan yang sifatnya kerajinan tangan pihak 
LAPAS juga memberikan keterampilan seperti belajar computer dan 
cuci kendaraan. Hal ini di harapkan agar ketika narapidana keluar 
mereka sudah mempunyai keterampilan untuk dilakukannya mencari 
uang dan memperbaiki hidupnya setelah keluar. 
Dalam proses masa persidangan sebelum anak mendapatkan 
penjatuhan hukuman Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan 
lembaga yang berperan penting dalam upaya pelaksanaan 
pembimbing yang terbaik bagi anak. Adapun upaya dan fungsi dari 
BAPAS yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program 
yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanaakan 
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oleh LPAS, dan LPKA. Selain itu juga, Bapas bertanggung jawab 
terhadap anak yang berstatus klien anak87 untuk diberikan hak anak 
berupa pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta 
pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selain berkewajiban untuk melakukan penyelenggaraan 
dan pengawasan sebagai mana disebutkan diatas, Bapas juga 
diberikan kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan 
pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan 
hak lain yang terbaik untuk kehidupan serta mental bagi anak.
                                                          
87
 Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan,dan 
pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A.   Kesimpulan 
Setelah uraian dan pembahasan yang panjang yang telah 
dikemukakan di atas dalam membahas penelitian ini, maka penulis  
memberi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah 
dilakukan. ini sebagai langkah akhir dari penulisan skripsi ini. Adapun 
kesimpulannya adalah sebagai berikut:  
1. Faktor penyebab anak menjadi residivis yaitu : 
1) Faktor ekonomi (kemiskinan), 
2) Faktor lingkungan tempat bersosialisasi,  
3) Faktor rendahnya pendidikan, 
4) Faktor kesadaran hukum yang masih kurang. 
5) Faktor stigmatisasi dari masyarakat setelah menjadi 
mantan narapidana. 
6) Faktor dampak dari prisionisasi, yang berasal dari nilai 
dan budaya penjara. 
 
2. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan penegak hukum 
khususnya Kepolisian Makassar yaitu : 
1) upaya Pre-Emtif (upaya pecegahan untuk pertamakali), 
2)  upaya Represif (upaya menghambat),  
3) upaya Preventif (pencegahan),  
 
3. Pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yaitu: 
1) Melakukan evaluasi berupa pelaksanaan 
pembimbingan, dan pengawasan. 
2) Mendampingi serta memberi pemenuhan hak lain 
kepada anak.  
4.  Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan yaitu: 
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1) Upaya dilakukan dalam bentuk pendidikan karakter, 
pendekatan kepada nilai-nilai agama dan pelatihan 
keterampilan agar nantinya anak tidak lagi melakukan 
kejahatan.  
 
Pihak kepolisian juga memberi pemahaman kepada 
masyarakat agar ikut berpartisispasi dalam menanggulangi 
kejahatan yang dilakukan oleh anak pada khususnya dengan cara 
sosialisasi kemasyarakat baik itu secara langsung ataupun melalui 
perantara media baik itu media elektronik (Televisi, Radio dll.) 
maupun media cetak, melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah dan 
bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya untuk melakukan 
penyuluhan terkait pemahaman hukum terhadap masyarakat.  
B.   Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan 
memberikan saran-saran. Adapun masukan atau saran penulis 
sebagai berikut:  
1. Para penegak hukum dalam hal ini Kepolisian khususnya di 
kota Makassar dan orang tua diharapkan melakukan sosialisasi 
yang lebih terarah khusus untuk anak baik itu di kalangan 
masyarakat umum maupun di sekolah-sekolah dari tingkatan 
pertama sampai tingkatan lanjut terkait pengenalan hukum 
kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum, selain 
itu diharapkan kepada orang tua untuk membimbing anaknya, 
mengawasi baik itu dalam lingkungan rumah tangga maupun 
dalam lingkup tempat anak berinteraksi agar terbentuk karakter 
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yang baik sejak dini kepada seorang anak. Pendekatan oleh 
orang tua kepada anaknya ini merupakan hal yang sangat 
penting karena lingkungan dan orang yang paling dekat kepada 
mereka adalah keluarga.  
2. Agar pihak LAPAS dan BAPAS lebih fokus dan lebih 
memperhatikan anak didiknya dengan cara membimbing 
secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah 
dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan, melakukan 
pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan 
yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik. Hal 
ini berguna agar ketika anak itu bebas, keluar dari rumah 
tahanan maka anak tersebut tidak akan lagi mengulangi 
kejahatannya. Selain itu pendidikan keterampilan haruslah 
dimaksimalkan agar para anak didik di LAPAS mempunyai 
keterampilan yang dapat dia bawa ketika anak itu bebas dan 
keterampilan tersebut akan dijadikan bekal atau modal agar 
mereka dapat memperbaiki kehidupan ekonominya. 
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